SALINAN J

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATILABUHANBATU,

Menimbang :a. bahwa untuk menciptakan keindahan
wilayah Kabupaten Labuhanbatu agar
sesual dengan estetika dan perkembangan
pcmbangunan, serta meningkatkan
pembinaan, pecngaturan, pengendalian dan
pengawasan terhadap penyelenggara
reklame guna melindungi kepentingan dan
ketertiban umum maka dibutuhkan
pengaturan mengenal  penyclenggaraan
reklame di Kabupaten Labuhanbatuy;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
menectapkan Peraturan Dacrah tentang
Penyclenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah - Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hurcum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntahan  Daerah
(Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun - 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2006 tentang Jalan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Mentenn  Pckerjaan  Umum
Nomor:20/PRT /M/2010 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisast
dan Tata Kerja Lembaga Tcknis Daerah
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2008 Nomor 36 Sern D Nomor 7)
scbagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Daecrah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daecrah Kabu paten
Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga  Teknis Dacrah  Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011
Nomor 32 Scri D Nomor 32);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan
Struktural Lembaga  Teknis Dacrah
Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008
Nomor 20) sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun
2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural
Lembaga Teknis Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu (Berita Daecrah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATILABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAT] TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Dacrah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Dacrah.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

4. Decwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
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Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu selanjutnya disingkat dengarnn BPMP2T adalah
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Pendapatan, Pepgelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPKAD
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang
selanjutnya disingkat dengan Dishubkominfo adalah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu.

Satuain Polisi Pamong Praja yang sclanjutnya disingkat
dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Labuhanbatu.

Pejabat adalah pegawai BPMP2T yang dibernn tugas
tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan
rcklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Recklame adalah benda, alat, perbuatan dan/atau media
yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang ataupun untuk menarnk
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang,
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca
dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali
yang dilakukan olech Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.
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Izin Reklame selanjutnya disebut izin adalah dokumen
yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala BPMP2T
sebagai bukti legalitas sahnya seseorang atau badan
untuk menyelenggarakan reklame.

Biro rcklame/perusahaan jasa periklanan adaiah badan
yang bergerak di bidang jasa periklanan yang
menvelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggung jawabnya.

14. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari

18.
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20.

bidang reklame berikut dengan komponen struktur yang
memikulnya. -

. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang

dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan
berupa gambar, logo dan/atau kata-kata.

. Mater1 reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo

dan/atau wama yang terdapat dalam bidang reklame.

. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik

reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar
raangan.

Titik  rcklame adalah tempat bidang rcklame
ditempatkan.

Sewa titik reklame adalah sewa lahan penyelenggaraan
rcklame di dalam Ruang Manfaat Jzalan (Rumaja) dan
Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk jalan Kabupaten,
Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang
dinyatakan dalam satuan Rupiah  berdasarkan
perletakan rcklame pada kelas jalan, ketinggian dan
luas bidang reklame.
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Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang
jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman
tertentu yang ditetapkan olch penyelenggara jalan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri, yang
meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan
dan ambang pecngaman.

Ruang Milik Jalan (Rumija) adalah ruang sepanjang
jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi
tertentu yang terdiri dari Rumaja dan sclajur tanah
tertentu di luar Rumaja.

Sarana dan Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang
Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah
Daecrah yang pemanfaatannya untuk kepentingan
umum.

Di luar bangunan/gedung (outdcor) adalah iokasi atau
titik pemasangan rcklame berada di luar
bangunan/gedung seperti di bahu jalan, di areal
halaman bangunan/gedung tempat usaha, di atas pintu
masuk, di atas atap gedung atau menempel pada
dinding luar bangunan/gedung.

Reklame Papan (Billboard) adalah rcklame dengan
konstruksi permanen yang terbuat dari papan kayu,
colibrite, vynil, rangka besi, seng, aluminium, fiber
glass, neon box, kaca, batu, logam, cat, alat penyinar
atau bahan lainnya, yang dipasang, digantungkan
dan/atau ditempelkan di dalam bangunan/gedung
dan/atau di luar bangunan/gedung, dilengkapi teks
berjalan (running text} ataupun tidak dilengkapi dengan
teks berjalan (running text).
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Reklame. Megatron, Videotron atau Large Electronic
Display (LED) adalah reklame dengan konstruksi
permanen yang menggunakan layar monitor berupa
program reklame --atau iklan bersinar dengan
gambar/atau tulisan yang dapat berubah-ubah,
terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik yang
dipasang, digantung dan/atau di luar
bangunan/gedung dilengkapi teks berjalan (running
text) ataupun tidak dilengkapi dengan teks berjalan
(running text).

Reklame Bande Jalan adalah reklame dengan
konstruksi permanen yang terbuat dari rangka besi,
baja, atau sejenisnya dipasang melintang di atas jalan,
baik disinan tenaga listrik ataupun tidak disinarn tenaga
listrik dilengkapi teks berjalan (running text) ataupun
tidak dilengkapi dengan teks berjalan (running text).

Reklame Baliho adalah reklame dengan konstruksi
permanen atau tidak permanen terbuat dari rangka
besi, baja, kayu, papan atau bahan lain yang sejenis
yang ditcmpatkan di luar bangunan/gedung.

Reklame kain adalah reklamc dengan konstruksi tidak
permanen yang dibuat dengan mempergunakan bahan
kain termasuk plastic, karet atau bahan lain yang
sejenisnya seperti banner, spanduk, umbul-umbul atau
poster.

Reklame Selebaran/Brosur/Leaflcat adalah reklamc
yang berbentuk lembaran lepas yang disclenggarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang atau digantungkan pada benda lainnya.
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Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan
pada benda lainnya.

. Reklame Udara adal!ah reklame dengan mempergiunakan

konstruksi khusus yang diselenggarakan dengan
mempergunakan balon, gas, laser atau alat lain
scjenisnya. '

3. Reklame Peragaan adalah recklame yang disclenggarakan

dengan memperagakan suatu barang dengan atau
disertai suara.

Reklame Suara adalah reklame yang disclenggarakan
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau
dengan suara yang ditimbulkan dari atau oich
perantaraan alat.

Rcklame Slide atau reklame film adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa
kaca atau film atau bahan-bahan lain scjcnisnya
sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan
pada layar atau benda lain di dalam atau di luar
ruangan bangunan/gedung.

Reklame Beralan/Kendaraan adalah reklame yang
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang
diselengarakan dengan menggunakan kendaraan atau
dengan cara dibawa oleh orang.

Reklame Teks Berjalan (Running Text) adalah reklame
dengan konstuksi permanen yang menampilkan naskah
dan di atur secara elektronik.
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Jaminan Biaiya Bongkar adalah biaya yang wajib dibayar
oleh penyelenggara reklame kepada BPMP2T yang akan
dipergunakan oleh BPMP2T untuk membongkar reklame
dan untuk pemulihan (perbaikan) kembali tempat bekas
diselenggarakannya reklame.

Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya
disingkat dengan RTBB atau dokumen lainnya yang
dapat dipersamakan dengan RTBB adalah dokumen
yang diketahui oleh kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang
konstruksi, ukuran, bentuk, ketinggian dan keserasian
dengan lingkungan sekitar atas rencana teknis bangun
bangunan reklame yang mempergu nakan konstruksi
tetap/pecrmanen dan memiliki  tngkat resiko tinggi
scperti konstruksi untuk reklame papan (billboard),
reklame megatron, videotron, iarge electronic display
(LED), reklame bando jalan dan rcklame teks berjalan
(running text).

Panggung reklame adalah sarana atau tempat
pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang
diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis
baik dari scgi kepentingan penyelenggara, masyarakat
yang  melihat maupun  keserasiannya  dengan
pemanfaatan ruang beserta lingkungan sekitarnya.

BAB I1
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Pola Penyebaran dan Perletakan Reklame
Pasal 2

Penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan
keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakan,
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etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan
sesuai dengan rencana wilayah.

(2) Kawasan penyebaran/perletakan reklame didasarkan
pada kawasan (zoning) terdiri dari :

a. kawasan tanpa reklame (white area) adalah kawasan
yang tidak diperkenankan untuk memasang atau
menyelenggarakan reklame kecuali reklame yang
memuat nama atau logo badan/perusahaan stbagai
identitas bangunan/gedung;

b. kawasan khusus adalah kawasan untuk
penyelenggaraan  rcklame  pada sarana dan
prasarana daerah yang dikerjasamakan dengan
pthak ketiga, asset yang dipisahkan, kawasan
industri dan kawasan pengembangan yang belum
diserahterimakan yang jumlah titik, bentuk dan
ukurannya disesuaikxan dengan penataan ruang;

c. kawasan sclcktif adalah kawasan yang dalam
pemanfaatan tata ruang diperkenankan
menyelenggarakan/memasang reklame pada titik
rcklame yang disecsuaikan dan dipilih/ditentukan
oleh pemerintah dacrah;

d. kawasan umum adalah kawasan yang merupakan
pcmanfa atan tata ruang yang diperkenankan
menyclenggarakan/memasang rcklame pada
kawasan sclain khusus dan kawasan sclektif.

(3) Kawasan Penycbaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Perletakan Reklame
Pasal 3

Dasar pola pcnyebaraﬁ, perletakan dan penetapan titik
rcklame diatur berdasarkan Rekomendasi Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang.

Pola penyebaran, perlctakan dan penctapan titik
reklame di atur menurut :

a. tcmpat;

b. jenis;

c. sitat;

d. ukuran;

e. konstruksi;
f. izin reklame.

Tempat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah sebagai berikut :
a. pada sarana dan prasarana dacrah, meliputi :
1) trotoar/bahu jalan;
2) median jalan,
3) halte baik halte angkutan orang maupun halte
angkutan barang;
4) jembatan penycberangan orang;
S) pos jaga polisi/pos pcngawas;
6) jam kota;
7) tiang lampu penerangan umum;
8) tempat hiburan dan rckreasi;
9) gelanggang olah raga;
10) terminal;
11) pasar;
12) gapura;
13) box kontrol pengatur traffic light; atau
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14) tempat lainnya yang merupakan bagian dari
ruang daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya
untuk kepentingan umum.

b. di luar sarana dan prasarana daerah, meliputi :
1) di atas tanabh;
2) bangunan.

(4) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah sebagai berikut :
a. reklame papan (billboard);
b. reklame megatron, videotren atau large electronic
display (LED);
reklame bando jalan;
reklame baliho;
rcklame kain;
rcklame selebaran/brosur/icafleat;
rcklame melekat/stiker;
. reklame udara;
reklame pecragaan;
reklamc suara;
. reklame slide;
reklame berjalan/kendaran;
rcklame teks berjalan (running text).

SEETrEm s B

3

(5) Sifat secbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢
adalah sebagai berikut :
a. permanen, meliputi :
1) reklame papan {billboard),
2) reklame megatron, videotron atau large electronic
display (LED);
3) reklame bando jalan;
4) reklame teks berjalan (running text).
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non permanen, meliputi :
1) reklame baliho;

2) reklame kain;

3) reklame selebaran/brosur/leafleat;

4) reklame melekat/stiker;

S) reklame udara;

6) reklame peragaan;
7) reklame suara;

8) reklame slide/film;
9) reklame berjalan/kendaraan.

Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
adalah sebagai berikut :

a,

b.

kecil dengan luas keliling sampai dengan 4 m?
(cmpat meter persegi);

scdang dengan luas keliling mulai dari 4 m? {empat
mctcer perscgi) sampal dengan 16 m? (enam belas
meter pcrsegi);

besar dengan luas kcliling lebih besar darn 16 m?2
(cnam belas meter persegi).

Konstruksi secbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
ditetapkan sebagai berikut :

a.
b.

.
d.

kaki tunggal yaitu konstruksi dengan satu tiang;
kaki ganda yaitu konstruksi dengan dua tiang atau
lebih;

rangka yaitu konsti-ukst berbentuk rangka;
menempel  yaitu  konstruksi menyatu pada
bangunan.

Izin scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
adalah:

a.

1zin reklame yang bérsifat permanen jenis reklame
papan dengan luas sampai dengan 4 m? (empat
meter persegi) yang berada diluar sarana dan
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prasarana daerah serta hanya memuat nama toko
atau yang semisal;

b. izin reklame yang bersifat permanen selain yang
dimaksud pada huruf a di atas;

c. izin reklame yang bersifat non permanen

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Titik Reklame
Pasal 4

Sctiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan
prasarana Wilayah dikenakan pajak reklamc dengan
besaran scbagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Hasil Penerimaan pajak reklame disctor ke Kas Dacrah.

Pajak dapat dibayarkan sctelah terlebih dahulu memiliki
izin penyclenggaraan rcklame.

Pasal S

Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung scjak diterbitkan izin penyelenggaraan
reklame.

Sctelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pcmanfaatan
kembali titik reklame dilakukan melalui permohonan
terhadap titik reklame dimaksud.
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Bagian Keempat
Rancang Bangun Reklame
Pasal6

(1) Setiap Penyeclenggaraan Reklame harus memperhatikan

(1)

(2)

rancang bangun reklame yang meliputi aspek

keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban,
keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam
menentukan ukuran (dimensi), Lonstruksi dan
penyajjan.

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron
atau Large Electronic Display (LED), reklame bando
jalan  dan  reklame papan (billboard) harus
memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi
ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.

Ketentuan teknis rancang ban_cun rcklame scbagaimana
dimaksud pada avat (2) harus terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Izin
Pasal 7

Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib
memiliki izin pemasangan/penyelenggaraan reklame
dari Kepala BPMP2T.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis dengan
dilengkapi persyaratan administrasi.
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(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal8

Kewajiban untuk memperoleh izin secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku terhadap
penyelenggaraan reklame :

a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
semata-mata hanya memuat nama dan/atau informasi
pcemerintah atau yang bersifat penyuluhan;

b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan
dan warta bulanan;

c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat
pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan
sosial dengan luas keliling maksimal 9 m? (sembilan
meter persegij;

d. scmata-mata memuat nama dan/atau peckerjaan orang
atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan
dimana reklame tersebut disclenggarakan dengan
ketentuan luas maksimal 9 m? (sembilan meter persegi);

c. di pekan raya atau tempat keramaian lain yang secjenis
yang bersifat temporer;

f. disclenggarakan oleh pcrwakilan diplomatik, perwakilan
konsulat, perwakilan PBB serta badan atau lembaga
organisasi internasional; atau

g. disclenggarakan oleh organisasi politik atau organisasi
kemasyarakatan yang scmata-mata hanya memuat
nama atau informasi organisasit yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 9

Izin untuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (8) huruf a dan b diberikan dengan jangka waktu
1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin dan
dapat dipcrpanjang.

Izin untuk rcklame secbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (8) huruf c¢ diberikan dengan jangka waktu 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya 1zin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain
kecuali dengan persetujnan Bupati

Perpanjangan izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan Izin
Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan

ayat (2) dapat dibatalkan apabila :

a. adanya kebijakan dari  Pemerintah  danj/atau
PemerintatDaerah; atau

b. atas keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan

ayat (2) dapat dicabut apabila :

a. pada reklame terdapat perubahan antara lain
ukuran, konstruksi dan matenn rcklame sehingga
tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
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b. berdasarkan pertimbangan Bupati ternyata pada
saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi
dengan norma, keagamaan, keindahan, kesopanan,
ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan
dan lingkungan; atau

c. penyelenggara tidak melaksanakan kewajban
dan/atau melakukan larangan penyelenggaraan
reklame.

Pasal 11

Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka reklame yang
terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain sclama sisa
waktu yang bclum dimanfaatkan dan biaya pemindahan
menjadi  tanggung jawab Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

Terhadap pembatalan 1zin scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka kewajiban yang
tclah dipenuhi dalam perizinan tdak dapat dimintakan
kembali.

BAB IV
PENYELENGGARA REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame
Pasal 12

Penyelenggara reklame adalah :
a. Pemilik reklame/produk; atau
L. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Pemilik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah orang pribadi atau badan yang
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menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya
sendirl.

Perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang
bergerak di bidang  jasa periklanan yang
menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan sebagai
jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan
eraturan Bupati.
"Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Reklame
Pasal 13
nyclenggara reklame dan/atau pemegang izin
rkewajiban untuk :

rmembayar pajak reklame dalam masa tahun pajak
ber jalan;

menyelenggarakan atau memasang reklame sesuai
dengan ketentuan izin yang diberikan Kepala BPMP2T
dan perundang-undangan yang berlakuy;

menempatkan naskah reklame dengan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin;

. mcnampilkan pencng atau tanda iunas pajak reklame;
. mencantumkan nama biro reklame;

mencantumkan ketentuan masa berlaku izin
penyclenggaraan/pemasangan reklame yang dapat
dibaca dengan mudah dan jelas;

memelihara benda atau alat termasuk berbagai alat
kelengkapannya (utilitas) yang dipergunakan pada
reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
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h. paling lama dalam 3 (tiga) hari kalender wajib
membongkar rampung reklame beserta bangunan
konstruksinya segera setelah berakhirnya izin atau
setelah izin dicabut dan/atau apabila terjadi keberatan
dari pihak lain dan/atau terjadi permasalahan dengan
pihak lain vang tidak dapat diselesaikan secara mufakat;

i. mcnanggung seluruh biaya yang dibutuhkan termasuk
segala akibat dan gugatan hukum yang disebabkan
karena kelalaian pemasangan reklame dan/atau keadaan
memaksa yang menimbulkan kerugian pihak lain; dan

j. memiliki izin penggunaan listrik dari instansi yang

berwenang bagi penyelenggara reklame yang
menggunakan tenaga listrik.
Pasal 14

(1) Pcnyclenggara rcklame dilarang menyelenggarakan
rcklame yang bersifat komersial pada :
a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah
Pusat/Dacrah;
b. gedung dan/atau halaman tempat
pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
(2) Untuk mecnyclenggarakan rcklame minuman beralkohol

hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat
tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol.

BABV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
REKLAME
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 15

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan
pengendalian berdasarkan aspek tata  ruang,
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lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan
kelayakan konstruksi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Tim yang tetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 16

Setiap penyclenggaraan rcklame dilakukan pengawasan
atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pengawasan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Tim yang ditctapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban Reklame
Pasal 17

Penertiban  reklame  dilak ukan  terhadap  sctiap

pcnycelenggaraan reklame apabila :

a. tanpa 1zin;

b. telah berakhir masa izinnya dan tidak dipecrpanjang
sesuail ketentuan yang berlaku;

¢c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pclunasan pajak;

d. perletakannya tidak sesuai pada titik rcklame yang
telah ditetapkan;

e. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;

f. tidak terawat dengan baik.

Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penyelenggara reklame wajib membongkar reklame
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beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu
3x24 jam.

Dalam penyelenggara reklame membongkar sendiri
bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi
tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus
diambil oleh penyelenggara reklame.

Apabila pada batas wa‘ktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), telah terlampaui maka Pemerintah Daerah
akan melakukan pembongkaran dan hasil
pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi
milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pclaksanaan penertiban  reklame  dalam  bentuk
pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP.

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
pecngawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI
Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi
Pasal 19

Terhadap pelanggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak
diperkenankan mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame
baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin
berakhir.
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Bagian Kedua
Sanksi Pidana
--Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7
ayat (1), Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penerimaan Negara.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 21

Penyidikan atas peclanggaran secbagaimana dimaksud
dalam Pcraturan Daecrah ini dilakukan olch Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah
Dacrah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenal penyelenggaraan reklame tentang
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kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

meminta keterangan dan bahan bukti dan
penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak
pidana;

. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawabh;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang
berkaitan dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

. menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain  yang perlu untuk
kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam  melaksanakan tugasnya penyidik tidak
berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan
atau penggeledahan.

Penyidik membuat Berita Acara sctiap tindakan tentang:

RS0 a0 g

. Pemeriksaan tersangka;
. Pemasukan rumah;

Penyitaaan benda;

. Pemenksaan surat;

Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan tempat kejadian; dan

Mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
sctiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah ada
pada kawasan tanpa reklame dan kawasan sclektif
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa
berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa
pengclolaannya atau habis masa perjanjian
ker jasamanya dan selanjutnya harus menyesualkan
dengan  ketentuan  sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daecrah ini.

Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum
tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih
dalam proses penyclesaian, diproscs berdasarkan
ketentuan yang lama.

Izin Penyelenggaraan Reklamce yang sudah diterbitkan
berdasarkan ketentuan scbelum Peraturan Dacrah ini
diundangkan tetapi izin penggunaannya belum
diterbitkan, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan
sebelum Peraturan Dacrah ini diundangkan.
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BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
drundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memernntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat

pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Laburhanbatu

Nomor 4 Tahun 2014
Tanggal 13 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
ALI USMAN HARAHAP

NOREG PERATURAN DAERAH K ABUPATEN LABUHANBATU :
(3/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAG. HUKUM SETDAKAB,

SITI SILALAHI
PEMBINA
NIP 19741119 200502 2 001



